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ABSTRAK 
 
 
Muh. Fakhry Ibrahim (B111 10 391). Perlindungan Hukum Bagi Saksi 
Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana 
Korupsi. Dibimbing oleh H.M. Said Karim selaku pembimbing I dan 
Hj. Haeranah selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan 
hukum yang diberikan kepada saksi pengungkap fakta (Whistleblower) 
dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui faktor-faktor 
penghambatnya. Penelitian ini di laksanakan di Kota Makassar tepatnya di 
kantor Polrestabes Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan 
Pengadilan Negeri Makassar 
 
Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 
historis serta pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data 
sebelum menganalisis data melalui metode pustaka dan metode 
wawancara. Penelitian ini dilakukan terhadap para penegak hukum mulai 
dari polisi, jaksa, dan hakim serta mengkaji mengenai arti dan maksud 
berbagai kaidah hukum yang berlaku. 
 
Hasil penelitian penulis, bentuk perlindungan yang diberikan yaitu 
memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, ikut serta dalam proses 
menentukan bentuk perlindungan, memberikan keterangan tanpa 
tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, 
mendapat identitas baru dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan 
yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dari hasil wawancara dengan para 
penegak hukum perlindungan yang diberikan hanya sebatas kemanan 
pribadi dari ancaman dan tekanan serta dirahasiakan identitasnya. Ketiga 
instansi hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan seperti halnya 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 
 
Dan faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu definisi dan status saksi 
yang terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, 
Inkonsistensi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang belum 
memiliki perwakilan di daerah, kurangnya sosialisasi, dan tidak ada 
mekanisme perlindungan sementara bagi saksi dalam kondisi darurat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal 
tersebut mengandung arti bahwa sebagai suatu negara hukum 
(rechtstaat), Indonesia sangat mengedepankan tindakan hukum dalam 
segala aspek dan kehidupan bermasyarakat.  
Pada dasarnya dalam pengertian negara hukum “rechtstaat” 
terkandung asas supremasi (supremacy of law), dan asas perlindungan 
terhadap hak asasi manusia (human rights). Di dalam negara modern 
asas tersebut menjadi materi muatan dari konstitusi suatu negara. 
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang 
memuat kaidah hukum yang mendasar antara lain yang mengatur 
hubungan negara atau pemerintah dengan rakyat untuk mencegah 
kemungkinan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hak-
hak asasi manusia.1  
Hukum yang berlaku di Indonesia, tidak lepas dari sistem hukum 
dari negara Belanda. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Belanda 
telah menjajah Indonesia dan memberlakukan asas konkordansi (asas 
                                                          
1
 Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty 
Yogyakarta, Yogyakarta: 2009, hlm. 5. 
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keselarasan), dan satu dari produk hukum Belanda adalah Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagai hukum 
pidana materiil. Di samping hukum pidana materiil, terdapat juga hukum 
pidana formil yang telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) 
menunjukkan sistem peradilan di Indonesia memprioritaskan perlindungan 
hanya kepada tersangka/terdakwa saja, ketika ada sebuah kasus atau 
tindak pidana yang terjadi, mulai dari penangkapan, penyidikan, sampai 
pada proses di pengadilan seorang tersangka/terdakwa dapat 
memperoleh haknya yaitu mendapat perlindungan hukum. Hal ini sangat 
berbeda dengan seorang saksi, terutama saksi sebagai korban. Ketika 
korban dimintai keterangannya sebagai saksi di tingkat penyidikan 
maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa 
memperoleh pengamanan/pengawalan yang memadai dari aparat 
keamanan. Keadaan ini tidak hanya terjadi pada kasus-kasus “kecil”, 
dalam kasus “besar” pun (kasus yang menjadi perhatian publik) seperti 
kasus pembunuhan, terorisme, kejahatan/pelanggaran HAM, korban 
sering datang sendiri ke pengadilan. Padahal, potensi terjadinya 
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kekerasan terhadap saksi, terutama saksi korban sangat tinggi, terlebih 
apabila pelaku divonis hukuman maksimal oleh pengadilan.2 
Di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mendudukkan saksi pada 
posisi kunci sebagai alat bukti utama diantara lima alat bukti sah yang tata 
urutannya yaitu; 1) Keterangan saksi, 2) keterangan saksi ahli 3) Surat 4) 
Petunjuk dan 5) keterangan terdakwa. 
Keterangan saksi sebagai alat bukti utama diantara lima alat bukti 
lainnya menjadi penting dan krusialnya kedudukan saksi sebagai 
pengungkap fakta yang dikenal dengan istilah Whistleblower (peniup 
peluit) yang “meniup” segala fakta untuk mengungkap sebuah tindak 
pidana. Saksi yang dimaksud adalah saksi sebagai korban, pelapor, 
pengadu maupun saksi sebagai tersangka (justice collaborator). 
Pengungkapan fakta oleh seorang saksi tentunya menimbulkan 
reaksi dari pihak lain, baik itu pihak terdakwa maupun pihak bukan 
terdakwa yang merasa dirugikan dengan keterangan saksi pengungkap 
fakta (Whistleblower) tersebut. Hal ini dapat memberikan ancaman bagi 
saksi, dimana pihak yang tidak senang terhadap keterangan saksi 
dikhawatirkan akan memberikan pembalasan dendam bagi saksi. 
Ancaman tersebut tentunya dapat menimbulkan tekanan mental 
dan psikologi bagi para whistleblower, sehingga menyebabkan 
                                                          
2
 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Rajawali 
Pers, Jakarta: 2008, hlm. 80. 
4 
 
whistleblower merasa takut dan enggan dalam memberikan keterangan di 
muka pengadilan karena merasa keamanan dan keselamatannya 
terancam. Hal ini tentunya menyulitkan bagi para penegak hukum dalam 
menyelesaikan sebuah kasus. 
Dalam mengungkap kasus di sebuah persidangan, dibutuhkan 
peranan seorang saksi. Melihat kedudukan saksi dalam sebuah 
persidangan yang sangat penting mengharuskan adanya regulasi yang 
menjamin keselamatan para pengungkap fakta (Whistleblower) tersebut. 
Hal ini dimaksudkan agar seorang saksi merasa keselamatannya dapat 
terjamin disebabkan tidak mudah dalam memberikan kesaksian di dalam 
sebuah persidangan. Ada banyak hal yang harus dihadapi seorang saksi 
jika ingin memberikan kesaksian, mulai dari potensi mendapat ancaman 
pihak yang tidak senang dan merasa dirugikan, ketakutan akan dituntut 
balik, sampai waktunya yang terbuang di pengadilan. 
Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di 
Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk 
mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak 
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asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan 
Korban diatur dengan undang-undang sendiri.3 
Untuk menjamin hal tersebut maka pada tanggal 11 Agustus tahun 
2006 disahkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban yang melindungi dan menjamin 
keselamatan whistleblower dari ancaman berbagai pihak. Di dalam 
undang-undang tersebut diatur pula tentang sebuah lembaga pelaksana 
yang bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan 
terhadap para saksi dan korban yang kemudian dinamakan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 
Tetapi kemudian seiring berjalannya aturan tersebut, masyarakat 
belum merasakan efektifitas pelaksanaan undang-undang penjamin 
keselamatan saksi tersebut. Pada kasus mafia pajak yang melibatkan 
Gayus Tambunan, Komjen Susno Duaji sebagai “peniup peluit” yang 
seharusnya dilindungi malah ditahan sebagai tersangka.4 Hal ini dapat 
menimbulkan ketakutan akan dijadikan sebagai tersangka bagi mereka 
yang ingin bersaksi di pengadilan karena minimnya perlindungan terhadap 
saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang masih terpusat di 
                                                          
3 Saristha Natalia Tuage, “ Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh lembaga 
perlindungan saksi dan korban (LPSK)”, 
(http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/1541/1236. Diakses tanggal 
28 Februari 2014 Pukul 09.20 WITA). 
4
 Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No. 304 Maret 2011, Ikatan Hakim Indonesia, 
Jakarta: 2011, hlm. 3. 
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Jakarta menjadi hambatan bagi para saksi di daerah-daerah lain yang 
ingin mendapat perlindungan. 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 
berinisiatif untuk melakukan penelitian yang hasil penelitiannya akan 
dituangkan dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap 
Saksi Pengungkap Fakta (whistleblower) dalam Perkara Tindak 
Pidana Korupsi. 
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B. Rumusan Masalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang  diberikan  kepada 
saksi pengungkap  fakta (whistleblowers) dalam perkara pidana 
Tindak Pidana Korupsi? 
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum 
bagi saksi pengungkap fakta (whistleblower) dalam perkara Tindak 
Pidana Korupsi ?  
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Adapun tujuan dan Manfaat penulisan adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan  perlindungan hukum yang  
diberikan  kepada saksi  pengungkap  fakta (whistleblowers) 
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi  
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat 
pelaksanaan perlindungan hukum  bagi saksi pengungkap 
fakta (whistleblower)  dalam perkara Tindak Pidana  Korupsi . 
 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberi manfaat 
bagi: 
a. Lembaga pendidikan yang mempelajari Ilmu Hukum 
khususnya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai 
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bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan di 
bidang Ilmu Hukum, khususnya bagi Hukum Pidana. 
b. Akademisi dan praktisi hukum serta masyarakat agar 
mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor yang menghambat 
pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi pengungkap 
fakta (whistleblower) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana.5 
Menurut Simons, bahwa strafbaar feit ialah perbuatan melawan 
hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang 
mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah 
kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late 
(alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur 
perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan dan sifat 
melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal 
liability) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan 
kemampuan bertanggungjawab.6 
                                                          
5
 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta: 2012, hlm. 18. 
6
 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 224. 
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Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah 
diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah 
ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, 
misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 
Tindak Pidana Narkotika, dan undang-undang mengenai pornografi yang 
mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.7 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut: 
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan 
perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. 
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. 
Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa 
pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 
1950 (baca Pasal 14 ayat 1). 
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai 
literatur. 
                                                          
7
 Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty 
Yogyakarta, Yogyakarta: 2009, hlm. 49. 
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4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok 
Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja. 
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. 
Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. 
Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran 
tentang Hukum Pidana Indonesia. 
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk 
Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 
tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3). 
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam 
berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum 
Pidana. 
Nyatalah kini setidak-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam 
bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit (Belanda).8 
Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan”, tapi 
kata “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti “perbuatan”, 
tetapi hanya menyatakan  keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan 
peristiwa  dengan perbedaan bahwa  “tindak” adalah kelakuan, tingkah 
laku, atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-
tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan sering dipakai “ditindak”. 
Oleh karena “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam 
perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam 
                                                          
8
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 67-69 
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pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu 
dipakai pula kata perbuatan.9 
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah 
laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga 
seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, 
dia telah melakukan tindak pidana. 
Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di 
dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan 
dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak 
yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak 
melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. 
Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah 
tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong 
memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh 
pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak 
pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian 
yang dipahami oleh masyarakat. 
Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana 
adalah perbuatan oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan 
pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang 
bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) 
                                                          
9
 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 60-61. 
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juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang 
sebenarnya diharuskan oleh hukum). 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat 
diutarakan sebagai berikut. 
a. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri 
pelaku, asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman 
kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a person 
guilty unless the mind is guilty or actus non facit retum nisi 
mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah 
kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). 
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 
“kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: 
1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2) kesengajaan dengan keinsafan pasti; 
3) kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan; 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan . kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni: 
1) tak berhati-hati; 
14 
 
2) dapat menduga akibat perbuatan itu.10 
 
b. Unsur Objektif. 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan 
di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri 
dari: 
1. Sifat melanggar hukum. 
2. Kualitas dari si pelaku. 
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam 
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan 
sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 
terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kausalitas 
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang 
menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. 
Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak 
pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak 
pidana, masalah tersebut adalah: 
                                                          
10
 Leden Marpaung, Asas-teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 9. 
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a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak 
pidana (Bijkomende voor waarde strafbaarheid); contoh Pasal 
123, Pasal 164, dan Pasal 531 KUHP. 
b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana (Voorwaarden van vervolg baarheid); contoh 
Pasal 310, Pasal 315, dan Pasal 284 KUHP. 
Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah 
merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat 
timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini 
merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak 
dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut  
Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS 
tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti 
yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi 
dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 
KUHP  ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS. 
b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa 
penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini 
menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan 
penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum. 
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c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu 
seorang terdakwa telah  dapat dianggap melakukan perbuatan 
pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan 
tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan 
lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang 
pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, 
terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan 
bahwa sifat melawan hukumannya perbuatan tidak dinyatakan 
dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang 
mengambil barang.11 
 
B. Alat Bukti dalam Perkara Pidana 
1. Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana 
Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada 
hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti 
tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna 
                                                          
11
 Teguh Prasetyo, Hukum PIdana, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 49-53. 
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menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak 
pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.12 
Adapun mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: 
1) Alat bukti yang sah ialah: 
a. Keterangan saksi.  
Jika diteliti KUHAP maka mengenai keterangan saksi ini 
diatur dalam Pasal-Pasal 108, 116, 160 s.d. 165, 167, 168, 169, 
170,173, 174, 185 KUHAP. Dari pasal-pasal di atas, yang 
terutama diketahui adalah orang yang dapat menjadi saksi. 
Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. 
Keterangan saksi sebagai alat bukti sah harus dibedakan 
apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana dicantumkan 
Pasal 184 ayat (1) a KUHAP atau sebagai “petunjuk” 
sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) d KUHAP. Hal ini 
tercantum pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi 
sebagai berikut. 
“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun 
sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, 
namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari 
                                                          
12
 Hari Sasangka & Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, 
Bandung: 2003, hlm. 11. 
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saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan 
alat bukti sah yang lain. 
Perlu diperhatikan mengenai keterangan saksi de auditu, 
yaitu keterangan yang didengar dari orang lain. Mengenai 
keterangan de auditu ini timbul perbedaan pendapat. Ada yang 
mengatakan bahwa hal itu, tidak dapat dipakai. Sebagian ahli 
menyatakan bahwa keterangan de auditu tidak boleh begitu 
saja dikesampingkan karena dapat digunakan untuk 
penyusunan suatu rangkaian pembuktian. Kedua pendapat ini 
sesungguhnya tidak salah. Penafsiran yang tepat terhadap 
keterangan de auditu ialah keterangan tersebut tidak dapat 
dipakai sebagai alat bukti sah “keterangan saksi”. 
b. Keterangan Ahli. 
Keterangan ahli dalam KUHP diatur dalam Pasal 186 yang 
bunyinya: 
“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di 
sidang peradilan”. Dalam penjelasan resmi Pasal 186 KUHAP 
tercantum: 
“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada 
waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penunutut umum yang 
dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan 
mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau 
pekerjaan”. 
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Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh 
penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di 
persidangan seorang ahli diminta untuk memberikan 
keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. 
Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan 
sumpah atau janji di hadapan hakim. 
 
c. Surat. 
Surat sebagai alat bukti sah, yang merupakan urutan ke-
3 diatur oleh Pasal 187 KUHAP yang berbunyi: 
“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) 
huruf c, disebut atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 
sumpah, adalah: 
a.   Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian 
atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya 
sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu. 
b.   Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian 
sesuatu hal atau sesuatu keadaan. 
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c.   Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau 
sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. 
d.   Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
 
d. Petunjuk 
Hal ini diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang bunyinya: 
1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang 
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang 
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 
dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi; b. Surat; c. 
Keterangan terdakwa. 
3) Penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk 
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan 
arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan 
dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan 
hati nuraninya. 
 
e. Keterangan Terdakwa. 
Hal ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi: 
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1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau alami sendiri. 
2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, 
asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang 
sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya. 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap 
dirinya sendiri. 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti 
yang lain.13 
 
2. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana 
Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat 
bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-
cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara 
bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.14 
Ada beberapa sistem pembuktian yakni: 
a. Sistem Keyakinan (Conviction Intime) 
                                                          
13
 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Sinar 
Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 28-40. 
14
 Hari Sasangka & Lily Rosita, Opcit, hlm. 11. 
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Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat 
bukti apa pun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan 
hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan 
tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul 
tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. 
b. Sistem Positif (Positief Wettelijk) 
Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-
alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan 
pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang 
ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut 
ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal 
itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan 
hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini 
tidak boleh berperan. 
c. Sistem Negatif (Negatief Wettelijk) 
Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. 
Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. 
Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. 
Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur 
oleh undang-undang. Akan tetapi, ini pun masih kurang. Hakim 
harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. 
Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak 
berkeyakinan atas “kebenaran” alat-alat bukti atau atas 
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kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem 
ini dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981). 
d. Sistem Pembuktian Bebas (Vrijbewijs/Conviction Intime) 
Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat 
bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” 
atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. 
Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang 
berdasarkan logika.15 
 
C. Tindak Pidana Korupsi 
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) memuat 
pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana 
korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
                                                          
15
 Leden Marpaung, Opcit, hlm. 26-28. 
24 
 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 
(Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) 
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 
20 Tahun 2001). 
3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud 
supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang 
bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau 
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 
5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001). 
 
2. Subjek Tindak Pidana Korupsi 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 31 
Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, yang menjadi subjek hukum dari 
Tipikor adalah (1) Korporasi, (2) pegawai negeri, dan (3) setiap orang atau 
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korporasi. Pasal 1 sub 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 
2001 memberi arti korporasi adalah sebagai berikut: 
“Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” 
Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU 
No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tersebut merujuk pada 
ketentuan UU No. 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian dan dari 
ketentuan Pasal 92 KUHP. 
Pasal 1 sub 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 
menyebutkan sebagai berikut: 
“Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.” 
Di dalam setiap rumusan delik korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo. 
UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2 s/d Pasal 16, Pasal 21 & Pasal 22 
disebutkan pelaku tindak pidana korupsi dengan kata “setiap orang.” 
 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 
Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yang termasuk ke dalam unsur-
unsur pidana korupsi adalah (1) setiap orang, termasuk korporasi, yang 
(2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, 
dan (4) dapat merugikan keuangan negara. 
Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 
berbunyi: 
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“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara..” 
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 berbunyi: 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau  
perekonomian negara...” 
 
4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi 
UU. No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengalami 
perluasan perumusan delik (tindak pidana). Perluasan tersebut pada 
rumusan dalam penafsiran arti melawan hukum. UU No. 31 Tahun 1999 
jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan Tipikor sebagai delik formal, 
namun pengertian melawan hukum dalam suatu Tipikor sebagai delik 
formal dan materil. 
Sebagai delik formal, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai 
tindak pidana, jika perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam UU 
tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan. Jadi, meskipun 
perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian keuangan negara, 
tetapi jika perbuatan itu telah „dapat‟ dikategorikan akan menimbulkan 
kerugian negara, pelakunya sudah dapat dihukum. Begitu pun halnya 
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dalam hal hasil Tipikor telah dikembalikan kepada negara, akan tetapi 
tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. 
Merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, 
ruang lingkup Tipikor dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan 
delik sebagai berikut: 
1. Kelompok Delik/Tipikor yang dapat merugikan 
keuangan/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 
Tahun 1999). 
2. Kelompok delik/Tipikor penyuapan, baik aktif (yang menyuap) 
maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 6, 11, 12, dan 12 
B UU No 20 Tahun 2001). 
3. Kelompok delik/Tipikor penggelapan (Pasal 8, 9, dan 10 UU No. 
20 Tahun 2001). 
4. Kelompok delik/Tipikor pemerasan dalam jabatan (Pasa 12 e 
dan f UU No. 20 Tahun 2001). 
5. Kelompok delik/Tipikor yang berkaitan dengan perbuatan 
curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001). 
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i UU 
No. 20 Tahun 2001). 
7. Gratifikasi (Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001).16 
 
 
                                                          
16
 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 138-146. 
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D. Saksi dan Perlindungan Saksi 
1. Pengertian Saksi 
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara 
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.17 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebut alasan dari pengetahuannya itu.18  
Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. 
Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau 
didengar/dialami sendiri, merupakan keterangan saksi. 
Pendapat atau rekaan dari hasil pemikiran seorang saksi, meskipun 
secara logika oleh pemikiran dapat diterima tetapi hal tersebut tidak 
merupakan “keterangan saksi”. Demikian juga keterangan yang diperoleh 
dari orang lain atau cerita orang lain (kesaksian auditu) bukanlah 
“keterangan saksi”. Akan tetapi, ada kalanya kesaksian auditu bermanfaat 
untuk memberi petunjuk kepada penyidik. Ada beberapa ketentuan 
tentang “keterangan saksi” yakni: 
Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan 
dalam bentuk apa pun. Misalnya, diarahkan atau disugestikan atau 
                                                          
17
 Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
18
 Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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dipengaruhi. Saksi diwajibkan memberikan keterangan yang sebenarnya. 
Hal ini dapat diingatkan kepada saksi tetapi penyidik sebaiknya 
mengutarakan sebelum saksi memberikan keterangan sebab jika saksi 
sidang mengutarakan keterangannya, saksi tersebut dapat tersinggung 
seolah-olah petugas tidak mempercayainya. Hal seperti ini perlu dihindari. 
Untuk tujuan agar saksi tidak dipengaruhi siapa pun maka saksi diperiksa 
sendiri-sendiri (Pasal 116 ayat 2 KUHAP).19 
 
2. Pengertian Perlindungan Hukum 
Disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya 
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman 
kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau 
lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. 
Sedangkan yang dimaksud Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2008 adalah layanan yang diberikan kepada korban 
dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan 
rehabilitasi psikososial. 
Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan 
dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban 
kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan 
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 Leden Marpaung, Opcit, hlm. 84. 
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terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang 
adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. 
Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan 
secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk 
perlindungan dan konsekuensi hukum. Sebelumnya tidak ada ketentuan 
yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga 
menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara 
korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan 
ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban 
dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif 
dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan 
dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi 
setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian 
rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat 
mewakili semua kepentingan korban. 
Dalam penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP maupun 
KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana 
nasional tersebut, yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan 
kedudukan dan kepentingan korban ternyata hingga sekarang hanyalah 
sebuah regularitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus 
berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan. 
Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena 
masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban 
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atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban 
kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat 
diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi 
dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 
Sistem peradilan pidana di Indonesia sampai saat ini masih 
mencari bentuk yang paling cocok dengan kultur bangsa dan tingkat 
pendidikan aparatur hukum di samping rasa keadilan bangsa. Sampai 
sekarang belum ada satu pun yang secara eksplisit dapat menentukan 
satu model sistem peradilan pidana yang cocok untuk Indonesia.20 
 
3. Perlindungan Saksi di Beberapa Negara 
Whistleblower berkembang di berbagai negara dengan 
seperangkat aturan masing-masing, di antaranya ialah: 
1. Amerika Serikat, whistleblower diatur dalam whistleblower Act 
1989. Whistleblower di Amerika Serikat dilindungi dari 
pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, 
ancaman, gangguan, dan tindakan diskriminasi. 
2. Afrika Selatan, whistleblower diatur dalam pasal 3 Protected 
Dsdorus Act Nomor 26 Tahun 2000. Whistleblower diberi 
perlindungan dari accupational detriment atau kerugian yang 
berhubungan dengan  jabatan atau pekerjaan. 
                                                          
20
 Rena Yulia, Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, Graha Ilmu, 
yogyakarta: 2010, hlm  57-64. 
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3. Canada, whistleblower diatur dalam Section 425.1 Criminal 
Code of Canada. Whistleblower dilindungi dari pemberi 
pekerjaan yang memberikan hukuman disipilin, menurunkan 
pangkat, memecat atau melakukan tindakan apa pun yang 
merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah 
pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan 
pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang 
memberikan informasi. 
4. Australia, whistleblower diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 
Protected Dsdosures Act 1994. Whistleblower identitasnya 
dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana 
atau perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, 
perlindungan dari tindak pembalasan dan perlindungan 
kondisional apabila namanya dipublikasikan di media. 
5. Inggris, whistleblower diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Public 
Disclosure Act 1998. Whistleblower tidak boleh dipecat dan 
dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.21 
6. Di Indonesia sudah terdapat perangkat hukum yang mengatur 
secara tegas tentang perlindungan saksi dan korban yaitu UU 
RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. Selain itu, perlindungan ini juga diatur secara implisit 
dalam beberapa Undang-Undang yang ada, diantaranya 
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 Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No. 304 Maret 2011, Opcit, hlm. 6-7. 
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KUHAP, KUHP, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang 
Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Narkotika dan 
Psikotropika. Akan tetapi perlindungan saksi dalam undang-
undang tersebut di atas masih belum memadai dan pada 
pelaksanaannya banyak menemui kendala.22 
 
E. Kedudukan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana  
Dalam penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah 
terabaikannya hak saksi dan korban kejahatan dalam proses penanganan 
perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh saksi dan 
korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap saksi dan korban 
kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai. 
Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada 
KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP 
sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak 
diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan 
korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan 
kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai 
berikut: 
Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang 
secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap 
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 Mudahar, Edi Abdullah & Husni Thamrin, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem 
Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, Surabaya: 2009, hlm. 38. 
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korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan 
pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP 
juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya 
sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Rumusan 
pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkutat pada rumusan tindak 
pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas 
pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya sebagaimana 
dikatakan oleh Herbert Packer dan Muladi bahwa masalah hukum pidana 
meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (offense), orang yang 
melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (guilt), 
serta ancaman pidana (punishment). 
Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain 
menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku 
tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, serta mental. Demikian 
pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi 
pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-
hal khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan sebagainya. 
Melihat penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa 
pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku, bahwa korban cenderung 
dilupakan. Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-
benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. 
Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit 
dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
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dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga 
korban. Sehingga perlu bisa saja di berikan pidana ganti rugi yang 
mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban. 
Akses korban terhadap proses peradilan juga mesti diperhatikan. 
Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Apalagi apabila 
berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggungjawab, maka 
korban juga dimungkinkan untuk mendapat kompensasi. 
Begitu pula apabila dilihat dalam KUHAP, pengaturan mengenai 
korban sama sekali termarjinalkan. KUHAP lebih banyak mengatur 
mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan 
terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap.23 
Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu 
mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban 
diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh 
perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya 
immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat 
bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga 
kemungkinan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.  
Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun 
hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat 
sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi 
hak warga negara dalam proses hukum yang adil, yaitu: 
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 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Opcit, hlm. 180-182. 
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1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi 
apapun. 
2. Praduga tak bersalah 
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (yaitu dalam 
hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) 
harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan 
surat perintah. 
4. Seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan 
pendakwaan terhadapnya. 
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan 
penasehat hukum. 
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan. 
7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta 
sederhana. 
8. Peradilan harus terbuka untuk umum. 
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi 
(ganti rugi) dan rehabilitasi; serta 
10.  Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan 
pelaksanaan putusan-putusannya. 
Melihat sepuluh asas di atas, secara normatif KUHAP hanya 
memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada 
korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Sebagaimana dikemukakan 
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pada bab-bab terdahulu, korban dalam KUHAP hanya diatur dalam 
beberapa pasal saja yaitu pasal 98-101. 
Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-
undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan 
korban, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006 undang-undang nomor 13 
tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, disahkan dan 
diberlakukan. 
Sekalipun beberapa materi dalam undang-undang ini masih harus 
dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan. Berlakunya undang-undang ini 
cukup memberikan angin segar bagi perlindungan saksi dan korban 
kejahatan. 
Dasar pertimbangan perlunya diatur undang-undang mengenai 
perlindungan saksi dan korban kejahatan dapat dilihat pada bagian 
pertimbangan undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan dalam 
proses peradilan pidana sering mengalami kesukaran dalam mencari dan 
menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 
Hal ini terjadi karena tidak hadirnya saksi di persidangan yang disebabkan 
adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal 
diketahui bahwa peran saksi (korban) dalam suatu proses peradilan 
pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan 
kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Korban 
dan/atau saksi diakui keberadaanya dalam proses peradilan pidana. 
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Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang 
peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu keberadaan materiil. 
Maka, tidak berlebihan apabila dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti lain 
yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 
Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya 
harus disertai dengan jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari 
rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. 
Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan 
yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil 
dari tekanan pihak-pihak tertentu. 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian 
korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, 
tidak hanya secara fisik, mental atau ekonomi tetapi bisa juga kombinasi 
antar ketiganya. Hal ini terdapat pada pasal 1 angka 2 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban di dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa korban dapat 
mengajukan hak atas kompensasi (dalam kasus pelanggaran HAM berat) 
dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab 
pelaku tindak pidana. 
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Namun, pengajuan hak atas kompensasi, restitusi atau pun ganti 
kerugian di atas harus diajukan ke pengadilan melalui Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada praktiknya mekanisme 
seperti ini tentu tidak lah sederhana.24 
 
F. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
1. LPSK di Indonesia 
Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 
beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada 
LPSK. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan 
Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan 
LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan 
perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan singkatnya adalah sebagai 
berikut: 
a. LPSK merupakan lembaga mandiri, berkedudukan di ibu kota 
negara RI dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan di 
daerah sesuai keperluan. 
b. LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan 
dan bantuan pada saksi dan korban, LPSK bertanggung jawab 
kepada Presiden, LPSK membuat laporan secara berkala 
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 Rena Yulia, Opcit, hlm. 103-112 
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tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit sekali 
dalam 1 tahun. 
c. Keanggotaan terdiri dari 7 (tujuh) orang  berasal yang dari unsur 
profesional yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, 
HAM, akademisi dan sebagainya, masa jabatan anggota LPSK 
5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh Pesiden dengan 
persetujuan DPR, dan dapat diajukan kembali hanya 1 (satu) 
kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dari pimpinan (Ketua 
dan Wakil Ketua merangkap anggota) dan anggota. 
d. Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan 
tugasnya.25 
 
2. LPSK di Beberapa Negara 
Perlindungan saksi dan/atau korban di Indonesia relatif baru 
pengaturannya. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah 
diatur eksistensi dan fungsi suatu lembaga yang disebut Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam pelaksanaannya antara 
lain ditindaklanjuti oleh PP No. 44 Tahun 2008. 
Di luar negeri terutama di negara berkembang, eksistensi dan 
fungsi LPSK-nya terlihat lebih awal dan telah berjalan. Keberadaan serta 
eksistensi dan kiprah LPSK di beberapa negara berkembang seperti 
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 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta: 
2012, hlm. 99-100. 
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dikemukakan dalam kerangka acuan Work Shop Regional LPSK di 
Denpasar (Panitia Penyelenggara LPSK tanggal 11 Oktober 2010) antara 
lain sebagai berikut: 
1. Negara Thailand, di mana LPSK-nya terbentuk sejak tahun 
1987 mendasari amanat konstitusi negara, khususnya setelah 
negara tersebut terbebas dari kondisi di bawah kontrol polisi 
dan militer dalam waktu panjang. Sejarah panjang dalam 
kondisi tersebut bagi masyarakat telah memberikan trauma dan 
rasa ketakutan yang mendalam karena tradisi penindasan sosial 
dari rezim diktator dan tidak demokrasi, sehingga dalam kondisi 
saat ini di mana masyarakat dan pemerintah Thailand 
berkehendak mengubah alur demokrasi formal ke alam 
demokrasi yang sesungguhnya, maka unsur-unsur etika 
masyarakat nampak dan terus berjuang keras untuk 
melepaskan rasa trauma dan takut selama ini dengan cara 
menegakkan penghargaan yang tinggi bagi hak-hak asasi 
manusia dalam kredibilitas sistem dan proses peradilan hukum. 
Aktivitas LPSK di Thailand pada awalnya tertuju pada upaya 
pembentukan “Komisi-Komisi Pengawasan Kerja Kepolisian dan 
Militer”, khususnya untuk menanggulangi kasus-kasus policy 
brutality, power abuse, dan kejahatan terorganisir oleh 
Perpetratoris dengan cara melakukan advokasi, pembuatan 
juklak dan juknis untuk mereformasi dan menguatkan 
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kemampuan lembaga kepolisian dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya secara profesional, serta menyiapkan re-
assurance bagi korban-korban. 
2. Negara Filipina, LPSK-nya berdiri di bawah Departement of 
Justice yang didasarkan pada amanat UU No. 6981 tentang 
Aksi Perlindungan bagi Saksi dan Korban. Fokus aktifitas LPSK 
di Filipina pada awalnya tertuju pada upaya penanggulangan 
dan pencegahan kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan 
yang merajalela dengan melakukan aksi-aksi massal yang 
menjadikan rasa takut pada perpetratoris pelaku kejahatan 
tersebut. Di samping itu juga, membuat pemetaan dan skema 
dalam upaya menekan angka kriminalitas dengan fokus 
utamanya melakukan perlindungan bagi masyarakat yang 
rentan menjadi korban dan saksi kasus-kasus pidana tertentu. 
3. Negara Srilangka, LPSK-nya dibentuk oleh kelompok-kelompok 
sosial masyarakat berkenaan dengan upayanya untuk 
memberikan tekanan dan advokasi terhadap para pejabat 
pemerintah yang korup. Dalam aktivitasnya, LPSK di Srilangka 
pada mulanya memberikan dukungan dan advokasi kepada 
pihak kepolisian dan para pejabat pemerintah dalam negeri 
untuk memberikan perlindungan kepada para saksi yang 
mempunyai keterangan dan bukti dalam pengugkapan kasus-
kasus korupsi di peradilan pidananya. 
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4. Negara India, LPSK-nya dibentuk oleh kerja sama antara 
pemerintah dan kekuatan-kekuatan lembaga masyarakat guna 
menumpas aksi-aksi kejahatan pembunuhan massal (kasus 
Gujarat) yang dilakukan dengan cara mengintimidasi para 
perpetrator dan melakukan aksi-aksi perlawanan (attack) 
terhadap para pelaku kasus kriminal, serta membentuk Komisi 
Pembaruan Sistem Penegakan Hukum agar keberadaan para 
saksi dan korban dapat terlindungi dalam memberikan 
keterangan maupun pemberian bukti-bukti tentang adanya 
kejahatan pidana HAM berat. 
5. Negara Hongkong, LPSK-nya dibentuk oleh Lembaga 
Kepolisian bersama-sama masyarakat korban kejahatan dalam 
rangka menegakkan tata dan proses peradilan yang bersih, 
berwibawa, dan dihormati. Berbagai aksi yang dilakukan LPSK 
Hongkong, antara lain membuat dan menyebarkan publkasi 
yang luas dalam rangka upaya memberikan perlindungan bagi 
saksi dan korban beserta keluarganya, menerapkan proses 
kompensasi dan restitusi dalam setiap putusan peradilan dalam 
kasus-kasus pidana, serta membuat komitmen serta tata aturan 
peradilan hukum agar para saksi dan korban mau bekerja sama 
dalam proses penegakan kebenaran, keadilan, dan hukum di 
negara tersebut. 
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6. Negara Afrika Selatan, LPSK-nya terbentuk sejak tahun 1954 
dan berada di bawah Departemen Kehakiman dengan aktivitas 
upaya untuk meningkatkan kemampuan perlindungan terhadap 
para saksi yang selama ini dikelola secara sukarela, sehingga 
perlindungan tersebut untuk selanjutnya menjadi tanggung 
jawab negara yang bersifat multidisipliner, dan khusus terhadap 
aktivitas perlindungan saksi dan korban yang harus berhadapan 
dengan forum “Tribunal” yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 74 Tahun 74 Tahun 1996 tentang Unit 
Investigasi Khusus dilakukan secara khusus dan independen. 
Dalam aktivitasnya LPSK di Afrika Selatan juga melakukan 
layanan pemindahan alamat tempat tinggal (relokasi) dan juga 
penggantian identitas saksi dan/atau korban serta memberikan 
perlakuan khusus dalam aktivitas perlindungan terhadap anak di 
bawah umur yang harus berhadapan dengan proses peradilan 
hukum untuk bermacam kejahatan yang cukup luas dengan 
memberikan kebijakan penghentian dan/atau perlakuan khusus 
dalam proses hukumnya .26 
                                                          
26
 Ibid, hlm. 46-50. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Sifat Penelitian 
Dalam setiap penelitian pasti menggunakan metode penelitian, baik 
dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data yang telah 
ditemukan. Sifat penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian 
murni dan penelitian terapan. Pada penelitian ini, penulis memilih 
penelitian murni karena penelitian ini bertujuan untuk membangun 
pengetahuan. Biasanya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan hal 
baru. 
Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis 
serta pendekatan normatif, yaitu penelitian untuk mengkaji mengenai 
kaedah dan asas hukum. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk 
mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku 
mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta 
(whistleblower). Pendekatan normatif, yaitu berkaitan dengan perundang-
undangan yang menyangkut perlindungan hukum terhadap saksi 
pengungkap fakta (whistleblower). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi 
saksi pengungkap fakta (whistleblower) dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan lainnya 
yang memiliki keterkaitan. 
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B. Lokasi Penelitian 
Pelaksanaan penelitian perlindungan hukum bagi saksi 
pengungkap fakta (whistleblower) di lakukan di Polretabes Kota Makassar, 
Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian 
ini menggunakan metode wawancara dengan para penegak hukum yaitu 
polisi, Jaksa dan hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
Selain itu, penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga lokasi 
penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan internet. Perpustakaan 
yang dimaksud adalah perpustakaan yang ada di Makassar, khususnya 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, pepustakaan 
pusat Universitas Hasanuddin, serta perpustakaan pribadi (koleksi buku 
yang dimiliki penulis). 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebelum 
menganalisis data melalui metode pustaka dan metode wawancara 
secara langsung. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode 
pustaka, yaitu dengan membaca beberapa buku pendukung, serta tulisan 
lain yang ada kaitannya dengan penelitian. 
Metode wawancara diperoleh dari para penegak hukum, kemudian 
mencatat data yang mendukung penelitian ini sesuai dengan 
permasalahan yang ada. Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan 
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berdasarkan permasalahan. Adapun data-data yang dikumpulkan di bagi 
atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Cara yang ditempuh untuk 
memahami data primer adalah sebagai berikut: 
a. Mencatat wawancara dengan penegak hukum (Polisi, Jaksa 
dan Hakim). 
b. Menganalisis hasil wawancara dengan penegak hukum (Polisi,  
Jaksa dan Hakim). 
c. Memaparkan dan menjelaskan hasil wawancara dengan 
penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim). 
 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau 
bahan banding guna memahami data primer. Data sekunder yang penulis 
gunakan dalam pengkajian ini dinamakan dari berbagai sumber antara 
lain: 
a. Skripsi yang ada hubungannya dengan objek yang dikaji 
b. Buku-buku, dokumen, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil 
seminar atau lokakarya menyangkut perlindungan bagi saksi 
pengungkap fakta (whistleblower) dalam perkara Tindak Pidana 
48 
 
Korupsi serta semua buku atau data tersurat yang penulis 
anggap dapat menunjang dalam proses pengkajian. 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang berhubungan dengan perlindungan bagi saksi 
pengungkap fakta (whistleblower) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi 
selanjutnya dianalisis dengan  menggunakan analisis kualitatif, yang 
dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara 
sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian 
dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, 
persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan 
bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan 
adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang 
bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang 
bersifat khusus. 
Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk 
dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini terfokus 
pada hasil wawancar, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
menyangkut perlindungan hukum terhadap saksi dan korban atau hukum 
materiil dan formil lainnya. 
Pada masyarakat Indonesia terdapat suatu paradigma yang 
menyatakan bahwa hukum menjadi pengarah atau sarana pembangunan. 
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Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hukum tertinggal di belakang 
pembangunan. Untuk menemukan mengapa terjadi kesenjangan serta 
bagaimana menghilangkan kesenjangan, perlu dilakukan penelitian. 
Jawaban atas penelitian tersebut, ada yang bersifat teoritis belaka yaitu 
sekedar untuk menemukan atau menguji keabsahan konsep-konsep  atau 
teori-teori yang sudah ada. Ada pula jawaban yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah atau dijadikan dasar pemecahan masalah nyata 
atau konkrit. Misalnya, untuk mengetahui secara tepat apakah berbagai 
perundang-undangan masih mampu mendukung pembangunan di 
Indonesia. 
Jadi, penulis membandingkan antara das sein dengan das sollen 
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi 
Saksi Pengungkap Fakta (whistleblower) dalam Perkara Tidak Pidana 
Korupsi. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 Saksi pengungkap fakta (Whistleblower) dalam mengungkap suatu 
kasus terkhusus untuk kasus Tindak Pidana Korupsi sangat besar 
peranannya, karena tanpa saksi yang memadai suatu tindak pidana akan 
sulit diungkap dan diselesaikan, apalagi keterangan saksi berada di urutan 
pertama dalam tata urutan alat bukti yang terdapat di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 Saksi pengungkap fakta tersebut dalam prosesnya memberikan 
keterangan sering mendapat ancaman dan tekanan, hal ini akibat dari 
keterangannya yang membuat terdakwa atau pihak lain merasa dirugikan. 
Karena ancaman tersebut seorang saksi pengungkap fakta seringkali 
merasa enggan dan takut untuk memberikan keterangannya di dalam 
proses persidangan sehingga perlindungan menjadi satu-satunya jalan 
untuk menjamin keselamatan dan memberikan rasa aman kepada saksi 
pengungkap fakta tersebut. 
 Oleh karena itu dibentuklah aturan perundang-undangan mengenai 
bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi pengungkap fakta 
(Whistleblower) untuk menjamin keselamatan dan keamanan saksi. 
Berikut perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi Pengungkap 
Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan 
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Peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan pihak-pihak 
atau pejabat-pejabat penegak hukum. 
 
A. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Saksi Pengungkap Fakta 
(Whistleblower) dalam Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban 
Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban 
yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang 
ini. 
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur 
mengenai beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yaitu: 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan; 
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c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. Mendapat penerjemah 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. Mendapat identitas baru; 
j. Mendapatkan tempat kediaman baru; 
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan; 
l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
Sementara dalam pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau 
korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan 
keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK.). 
Berdasarkan penjelasan dari undang-undang tersebut yang di maksud 
dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak 
pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana 
lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada 
situasi yang sangat membahayakan jiwanya. 
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Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban diatur pula sebuah lembaga yang 
bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan 
bantuan terhadap saksi dan korban yang dinamakan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga 
yang mandiri, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan 
mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.27 
Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan dalam semua 
tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan28, yang dimulai 
dari tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan di 
tingkat kejaksaan sampai pada proses persidangan di tingkat pengadilan. 
Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk memberikan rasa aman 
kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap 
proses peradilan pidana.29 
Seorang saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksian tanpa 
hadir langsung di pengadilan apabila saksi dan/atau korban merasa 
dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar. Kesaksiannya dibuat 
secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan 
membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang 
                                                          
27
 Pasal 11 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban 
28
 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
29
 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
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kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban dapat pula didengar 
kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan 
didampingi oleh pejabat yang berwenang.30 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Mengingat tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat, 
bangsa dan negara, masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-
luasnya untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan 
pemberantasannya. Peran serta tersebut di antaranya diwujudkan dalam 
bentuk-bentuk hak-hak perlindungan hukum dan penghargaan (Pasal 41 
dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak 
Pidana Korupsi). 
a. Hak Masyarakat 
1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya 
dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. 
2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, 
dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak 
                                                          
30
 Pasal 9 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban 
55 
 
pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani 
perkara tindak pidana korupsi. 
3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung 
jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak 
pidana korupsi. 
4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang 
laporannya yang  diberikan kepada penegak hukum dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 
b. Memperoleh perlindungan hukum 
1) Perlindungan hukum bila melaksanakan hak-hak seperti 
tersebut di atas (hak mencari dan seterusnya, hak untuk 
memperoleh pelayanan dan seterusnya, serta hak 
menyampaikan saran dan seterusnya). 
2) Dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, 
dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau 
saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
c. Kewajiban /tanggung jawab 
Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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d. Penghargaan 
Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat 
yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, 
atau pengungkapan tindak pidana korupsi (Pasal 42 ayat 1). 
LPSK dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh berbagai 
instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang sudah 
seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi platform umum, bahwa 
masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani 
secara efektif melalui pendekatan multi lembaga.  
Dengan memakai platform ini, maka lembaga perlindungan saksi 
dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa 
kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. 
Apalagi jika dilihat dari segi goegrafis, dimana luasnya wilayah negara 
seperti di Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika 
tidak bekerjsama dengan intansi lainya. Berikut perlindungan yang 
diberikan instansi pemerintah dalam hal ini Kejaksaan, kepolisian dan 
pengadilan berdasarkan hasil wawancara.31 
 
 
 
                                                          
31
 Supriyadi Widodo Eddyono, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, Indonesian 
Corruption Watch, Jakarta: 2007, hlm. 29. 
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Hasil Wawancara dengan Ibu Andi Armasari, S.H.,M.H. dan Bapak 
Greafik, S.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar Pada tanggal 25 
April 2014 pkl. 09.41 WITA. 
Langkah-langkah maupun upaya hukum yang dilakukan pihak 
Kejaksaan Negeri Makassar secara khusus untuk memberikan jaminan 
perlindungan kepada para saksi pengungkap fakta di Kejaksaan Negeri 
Makassar seperti halnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak 
pernah ada. Laporan tentang adanya Tindak Pidana Korupsi yang 
diterima kejaksaan, bersumber dari laporan secara tertulis dan lisan dari 
pelapor dan temuan sendiri oleh pihak kejaksaan. Adapun laporan secara 
tertulis dari pelapor yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar mulai 
Tahun 2011-2013 adalah pada Tahun 2011 sebanyak 2 (dua) kasus, 
Tahun 2012 sebanyak 4 (empat) kasus dan Tahun 2013 sebanyak 4 
(empat) kasus. 
Kebanyakan yang menjadi saksi dalam tindak pidana korupsi itu 
adalah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di 
bidang anti korupsi, laporan dari orang perorang jarang di tanggapi pihak 
kejaksaan karena ditakutkan mereka ada kepentingan tersendiri dan 
laporannya susah untuk dipertanggung jawabkan, sedangkan dari pihak 
LSM sendiri mereka punya data-data dan bukti-bukti yang valid terkait 
tindak pidana korupsi yang ia laporkan. 
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Saksi pengungkap fakta tersebut jika ingin meminta perlindungan 
kepada pihak kejaksaan, saksi tersebut melapor ke bagian Intel 
kejaksaan. Pihak kejaksaan melalui intelnya memantau saksi tersebut, jika 
saksi merasa ada ancaman maka saksi tersebut dapat melapor ke intel 
kejaksaan bahwa saksi tersebut mendapat ancaman, nantinya pihak intel 
melapor ke bagian pidana khusus di kejaksaan, setelah itu pihak 
kejaksaan memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang 
melakukan tekanan kepada saksi. 
Intel Kejaksaan Negeri Makassar juga bekerja sama dengan Intel 
dari kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar. Jika tekanan yang 
diberikan kepada saksi mengarah ke tindak pidana maka intel kejaksaan 
melapor ke intel kepolisian untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, 
tetapi apabila hanya tekanan biasa tanpa mengarah ke tindak pidana 
maka intel kejaksaan yang menangani dengan memanggil dan melakukan 
pemeriksaan kepada pihak atau orang yang menekan saksi tersebut. 
Bentuk perlindungan lainnya yang diberikan pihak Kejaksaan 
kepada para saksi pengungkap fakta yaitu dengan menyamarkan atau 
menyembunyika identitas saksi tersebut demi keamanan dan keselamatan 
saksi. Saksi apabila merasa takut untuk memberikan keterangannya di 
persidangan maka saksi tersebut dapat tidak hadir di persidangan, tetapi 
nantinya keterangan saksi tersebut dibacakan oleh pihak kejaksaan 
selama proses persidangan. 
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Hasil wawancara dengan Bapak Poento, S.H.,M.H. Hakim di 
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 April 2014 pkl. 12.06 
WITA. 
Bentuk perlindungan hukum secara khusus bagi saksi pengungkap 
fakta dalam perkara tindak pidana korupsi pada prakteknya di Pengadilan 
Negeri Makassar belum pernah ada, perlindungan itu baik perlindungan 
dalam bentuk fisik maupun non fisik. Pengadilan tidak punya kewenangan 
khusus dalam memberikan perlindungan terhadap saksi seperti yang 
dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).  
Perlindungan yang diberikan oleh pengadilan itu pun hanya dapat 
dilakukan selama proses persidangan di pengadilan, yaitu berupa 
identitas yang disamarkan atau disembunyikan, itu pun dari tingkat 
penyidikan di kepolisian identitasnya memang sudah di sembunyikan demi 
keamanan dan keselamatan saksi.  
Selain itu, majelis hakim juga dapat memberikan jaminan bahwa 
saksi selama di persidangan dapat memberikan kesaksian tanpa tekanan 
dari pihak manapun, adapun jika terjadi kegaduhan selama persidangan 
yang menyebabkan saksi mengalami tekanan psikis maka petugas 
persidangan dapat mengeluarkan pelaku yang berbuat kegaduhan 
tersebut. Saksi juga dapat memberikan kesaksiannya tanpa hadir di 
persidangan jika memang kehadirannya dapat membahayakan 
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keselamatan dan keamanan dirinya, kesaksiannya tersebut dibacakan 
oleh jaksa di dalam proses persidangan. 
Majelis hakim hanya dapat memberikan perlindungan terhadap 
saksi selama persidangan berlangsung, di luar persidangan baik itu 
sebelum maupun sesudah persidangan pengadilan dalam hal ini majelis 
hakim tidak punya kewenangan dalam memberikan perlindungan. Selama 
di luar persidangan hakim tidak pernah tahu kondisi saksi, yang dapat 
memberikan perlindungan terhadap saksi di luar persidangan selain LPSK 
adalah dari pihak kejaksaan dan kepolisian. Kejaksaan yang bertanggung 
jawab terhadap saksi, kejaksaan yang menghadirkan saksi di 
persidangan, kejaksaan yang mengantar jemput saksi dari rumah ke 
pengadilan, dan kejaksaan yang mengarahkan saksi untuk tidak 
terpengaruh atau tertekan apabila ada intervensi dari pihak lain. 
Kewenangan majelis hakim lainnya yaitu hakim dapat 
memerintahkan atau sekedar merekomendasikan kepada jaksa untuk 
memberikan perlindungan kepada saksi jika memang menurut hakim itu 
diperlukan. Nantinya yang memberikan perlindungan itu dari pihak 
kejaksaan. Hakim juga dapat mengarahkan kepada saksi untuk 
memohonkan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
untuk diberikan perlindungan dari lembaga tersebut apabila perlindungan 
dari pengadilan dan kejaksaan belum memadai dikarenakan keterbatasan 
kewenangan. 
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Hasil wawancara dengan Bapak Muh Jafar Polisi di Bagian Reserse 
Kriminal Polrestabes Kota Makassar pada tanggal 23 April 2014 pkl. 
09.54 WITA. 
Bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi pengungkap 
fakta (Whistleblower) oleh pihak kepolisian hanya sebatas pada 
perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan saksi. Apabila ada 
pihak yang memberikan ancaman atau tekanan apalagi yang mengarah 
kepada tindak pidana, maka saksi dapat melapor kepada pihak kepolisian 
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan 
perundang-undangan. Bentuk perlindungan lain yang diberikan pihak 
kepolisian kepada para saksi yaitu dengan merahasiakan identitas saksi 
demi keamanan dan keselamatan saksi dari ancaman pihak lain. 
Saksi juga dapat meminta perlindungan kepada Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan mengajukan permohonan 
terlebih dahulu ke LPSK. Kemudian pihak LPSK menerima dan 
melakukan penelaahan, pemeriksaan atau observasi apakah saksi 
tersebut layak untuk diberikan perlindungan. Setelah dilakukan 
pemeriksaan, jika dianggap layak, maka LPSK akan mengeluarkan Surat 
Keputusan (SK) kepada pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan 
terhadap saksi yang mengajukan permohonan perlindungan. Selain oleh 
saksi, permohonan/pengajuan perlindungan juga bisa atas inisiatif 
kepolisian jika memang perlindungan secara khusus dianggap perlu 
diberikan kepada saksi atau korban. 
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Tetapi pada praktiknya di lapangan untuk wilayah Kota Makassar 
sendiri belum pernah ada saksi pengungkap fakta (Whistleblower) untuk 
kasus Tindak Pidana Korupsi yang diberikan perlindungan oleh Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).  
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B. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan 
hukum bagi saksi pengungkap fakta (whistleblower) dalam 
perkara Tindak Pidana Korupsi 
 Perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (Whistleblower) 
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada paraktiknya di lapangan 
mendapat banyak kendala dan hambatan. Tentunya kendala-kendala dan 
hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, 
sehingga perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta belum 
maksimal.  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga 
yang paling potensial dan mempunyai kewenangan untuk memberikan 
perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum maksimal dan masih 
terdapat banyak kekurangan, baik itu dari LPSK sendiri maupun undang-
undang yang mengaturnya. 
Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi 
pengungkap fakta (Whistleblower) diantaranya adalah: 
1. Definisi dan Status Saksi yang terbatas di dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 
Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 masih terdapat 
beberapa aturan atau pasal-pasal yang belum memadai untuk 
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memberikan jaminan perlindungan kepada saksi. Diantaranya mengenai 
“definisi saksi”  yang terbatas. Dalam konteks “definisi saksi” yang terbatas 
tersebut, UU No. 13 Tahun 2006 juga (tidak ada ditemukan/diatur) 
melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat 
penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan 
pidana yang berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus). 
Perlu ditambahkan. UU No. 13 Tahun 2006  juga tidak jelas 
mengatur “status saksi” berkaitan dengan saksi dari pihak manakah yang 
bisa dilindungi. Apakah saksi yang membantu pihak tersangka atau 
terdakwa (a charge) ataukah saksi dari pihak yang membantu aparat 
penegak hukum (a de charge). Tidak dicantumkannya secara tegas hal ini 
nantinya akan menimbulkan masalah dan membebani lembaga 
perlindungan saksi dan korban dalam pelaksanaannya. Seharusnya UU 
ini menegaskan bahwa saksi yang dilindungi dalam UU ini adalah saksi 
yang membantu aparat penegak hukum (a de charge).32 
2. Inkonsistensi Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 
Di dalam UU No. 13 Tahun 2006 jangka waktu yang diberikan tidak 
konsisten. Yang dimaksudkan dalam Perlindungan dalam UU ini adalah 
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan 
                                                          
32
 Muhadar, Edi Abdullah & Husni Thamrin, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem 
Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, Surabaya: 2009, hlm. 100-101. 
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rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh 
LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 
Namun Undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan 
korban terbatas hanya dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam 
lingkungan peradilan.  
Pasal ini akan membatasi jangka waktu perlindungan karena 
pengertian tahap proses peradilan pidana ini hanya mencakup tahap 
penyelidikan sampai dengan pemberian putusan yang final, padahal 
dalam kondisi tertentu dimana kejahatan yang ada sifatnya serius proteksi 
perlindungan saksi harus diberikan pula pada tahapan setelah proses 
peradilan pidana. Lagi pula Pasal-pasal tersebut tidak konsisten bila 
dikaitkan dengan Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i yang memberikan 
kepada saksi hak untuk untuk mendapat informasi mengenai 
perkembangan kasus, hak mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan 
dan hak identitas baru.  
Hak-hak ini diberbagai negara dalam prakteknya justru diberikan 
setelah kasus selesai di proses dalam peradilan pidana, bahkan untuk 
perlindungan dengan cara penggantian identitas maupun relokasi yang 
permanen bagi saksi, tahapan pemberiannya seharusnya menjangkau 
waktu yang sangat lama atau diberikan secara permanen (seumur 
hidup).33 
                                                          
33
 Supriyadi Widodo Eddyono, Undang-Undang Perlindungan Saksi Belum Progresif, Koalisi 
Perlindungan Saksi & Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta: 2006, hlm. 13. 
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3. Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) yang belum 
memiliki perwakilan di daerah dan kurangnya sosialisasi 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih memiliki 
beberapa kekurangan sehingga belum maksimal dalam menjalankan 
tugasnya. Diantaranya yaitu lembaga tersebut yang hanya berkedudukan 
di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. LPSK tidak memiliki perwakilan di 
daerah-daerah, hal tersebut menyulitkan LPSK dalam menjangkau 
daerah-daerah lain mengingat wilayah Negara Indonesia yang sangat 
luas.  
Pasal 29 UU nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan permohonan 
perlindungan ke LPSK di lakukan secara tertulis atas inisiatif sendiri 
maupun pejabat yang berwenang. Pasal tersebut tentunya menyulitkan 
dan membebani bagi para saksi yang berada di luar Jakarta, karena jarak 
yang terlampau jauh dan terkadang saksi juga belum mengetahui 
mekanisme bersurat ke LPSK karena kurangnya sosialisasi dan eksistensi 
dari lembaga tersebut. Tentang pihak yang dapat meminta perlindungan 
juga menjadi kendala, selama ini permohonan  hanya dapat dilakukan 
atas inisiatif saksi itu sendiri maupun pejabat yang berwenang, 
seharusnya permohonan dapat diminta oleh keluarga atau pihak yang 
mengenal saksi.34 
Saat ini praktik-praktik sistem pelaporan dan perlindungan 
whistleblower di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan secara luas di 
                                                          
34
 Hasil wawancara dengan bapak Muh. Jafar di Polrestabes Kota Makassar. 
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lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga negara, institusi-institusi 
publik atau sektor swasta. Negara Indonesia sangat jauh tertinggal dari 
negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan beberapa 
negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan 
perlindungan whistleblower.  
Beberapa lembaga negara memang telah mulai mengembangkan 
sistem pelaporan, seperti KPK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional 
(Kompolnas), Komisi Kejaksaan, sedangkan Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK) masih dalam tahap pembangunan sistem. Selain itu 
beberapa perusahaan swasta dan BUMN sudah membangun dan 
menerapkan sistem whistleblowing tersebut, seperti Pertamina, United 
Tractors, Sinar Mas, dan sebagainya. LPSK menjadi salah satu lembaga 
yang diharapkan dapat melindungi whistleblower karena tugas dan 
fungsinya yang melindungi saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam 
UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.35 
 
 
                                                          
35
 Abdul Haris Samendawai, dkk, Memahami Whistleblower, Lembaga Perlindungan Saksi dan 
korban, Jakarta: 2011, hlm. xi 
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4. Tidak Ada Mekanisme “Perlindungan Sementara bagi Saksi 
dalam Kondisi Darurat”. 
 
Perlu di berikan catatan berkaitan dengan tata cara pemberian 
perlindungan saksi, UU ini sengaja tidak memasukkan mekanisme 
perlindungan sementara terhadap saksi dalam kondisi mendesak seperti 
yang telah dipraktekkan lembaga perlindungan saksi di berbagai negara. 
Argumentasinya mungkin karena jangka waktu putusan pemberian 
perlindungan oleh LPSK cukup pendek yakni 7 hari, maka tidak diperlukan 
perlindungan yang mendesak.  
Padahal mekanisme perlindungan mendesak ini sangatlah penting, 
karena kadangkala dalam sebuah kasus, baik intimidasi dan ancaman 
kadangkala diberikan secara cepat sesaat seorang saksi akan 
memberikan informasi ke aparat hukum. Oleh karena itu diperlukan 
mekanisme yang cepat (diluar cara-cara biasa) untuk melindungi saksi-
saksi dalam kondisi seperti ini.36 
 
 
                                                          
36
 Supriyadi Widodo Eddyono, opcit, hlm. 20. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adapun dari hasil penelitian penulis, bentuk perlindungan yang 
diberikan kepada saksi pengungkap fakta (Whistleblower) 
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa memperoleh 
perlindungan atas keamanan pribadi, ikut serta dalam proses 
menentukan bentuk perlindungan, memberikan keterangan 
tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan 
yang menjerat, mendapat identitas baru dan lain sebagainya 
sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap 
Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Sedangkan dari hasil wawancara dengan para penegak hukum 
di lingkup kepolisian, kejaksaan dan pengadilan perlindungan 
yang diberikan hanya sebatas kemanan pribadi dari ancaman 
dan tekanan, serta dirahasiakan identitasnya. Ketiga instansi 
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hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan seperti halnya 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 
2. Dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan 
perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta adalah 
definisi dan status saksi yang terbatas di dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006, Inkonsistensi pasal-pasal di 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang belum memiliki 
perwakilan di daerah dan kurangnya sosialisasi, dan tidak ada 
mekanisme perlindungan sementara bagi saksi dalam kondisi 
darurat. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam upaya 
penanggulan fakor yang menghambat pelaksaan perlindungan hukum 
bagi saksi pengungkap fakta: 
1. Perbaikan dan revisi aturan perundang-undangan mengenai 
perlindungan terhadap saksi dan korban. 
2. Menempatkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) di setiap daerah. 
3. Sosialisasi yang lebih progresif oleh Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK). 
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4. Memperjelas garis koordinasi antara Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) dengan instansi-instansi 
pemerintahan. 
5. Mengadakan mekanisme perlindungan sementara bagi saksi 
dalam kondisi darurat. 
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Tuage, Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh lembaga 
perlindungan saksi dan korban (LPSK). 
